Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Nbr

2N ,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :
Penggugat, NIK 9104076801960001, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 20
Januari 1996, umur 26 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal
di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
melawan
Tergugat, empat dan tanggal lahir, Sorong, 17 Juli 1994, umur 28 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan
perkebunan kelapa sawit, tempat tinggal di
Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan
Register Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 11 Oktober 2022
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten
Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXX, tertanggal 09 Januari 2019;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai
hidup akan tetapi belum di karunia anak dan status Tergugat adalah
Jejaka

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Wiraska selama 7
bulan dan terakhir masing-masing beralamat tersebut diatas;

4, Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’'da dukhul) akan
tetapi belum di karuniai anak;

5. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis
disebabkan karena :

5.1 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan,
dan Tergugat sering menjual barang-barang milik Penggugat tanpa
izin dari Penggugat. Penggugat sudah mencoba bersabar dan
mengingatkan Tergugat untuk berubah sikap akan tetapi Tergugat
tidak pernah berubah;

5.2 Bahwa pada akhir tahun 2019 Tergugat pergi ke Kampung Wami
dengan alasan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit, akan
tetapi sejak kepergian Tergugat untuk bekerja Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah pulang
kerumah, bahkan Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada

Penggugat;
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5.3 Bahwa pada tahun 2021 Penggugat sempat menemui Tergugat
dan meminta Tergugat untuk ikut pulang Penggugat, akan tetapi
Tergugat menolak dengan alasan takut kepada orang tua
Penggugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal, akan tetapi masih menjalin komunikasi
hingga saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:
Primer;
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal sebgaimana
Penetapan Hakim Tunggal Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 11
Oktober 2022;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor
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138/Pdt.G/2022/PA.Nbrr tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 20 Oktober
2022;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sabh;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang
tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat dengan
penambahan keterangan Penggugat sebagaimana tertuan dalam berita acara
persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat ;

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor XXXX yang

dikeluarkan oleh Kepala DIinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Nabire tanggal 13 april 2016, oleh Hakim alat bukti tersebut

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup

dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan diparaf, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 09

Januari 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik

Nabire, Kabupaten Nabire, oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah

dinazegelen, diberi tanggal dan diparaf, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi:
1. SAKSI, umur 68 tahun, pekerjaan Petani, Pendidikan SD,
alamat di Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Ayah
kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

namun belum dikaruniai keturunan;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
dirumah saksi/orang tua Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmoni namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut karena faktor
ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat menjual
barang milik Penggugat seperti TV dan Motor tanpa seizin
Penggugat;
— Bahwa sekitar akhir tahun 2019 Tergugat pergi untuk bekerja di
Wami, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugatl;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
selama ditinggal pergi oleh Tergugat Penggugat jualan sembako;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat tapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 39 tahun, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
Pendidikan SD, alamat di Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus janda cerai hidup
sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmoni namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut karena faktor
ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat menjual
barang milik Penggugat seperti TV dan Motor tanpa seizin
Penggugat;

— Bahwa sekitar akhir tahun 2019 Tergugat pergi untuk bekerja di
Wami, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugatl;

- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
selama ditinggal pergi oleh Tergugat Penggugat jualan sembako;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti yang
diajukan dipersiangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap
ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal yang termuat dalam berita
acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh
karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat ( 1 ) dan Pasal 63 Ayat ( 1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal
49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1
huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan
Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
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dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena timbulnya perselisihan
dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat ( 1)
huruf ( a ) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada
Penggugat di persidangan secara maksimal agar tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I.
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara
perdata wajib menempuh proses mediasi, akan tetapi Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke
persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama
Nabire telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas relevant dengan Hadits
Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 :

Wl e o 1B plwg ade dll o il Ol Guuxdl e g
Artinya @ Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap

di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka
ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.
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Menimbang, bahwa dalil-dalii gugatan Penggugat merupakan
rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis dan keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak akhir
tahun 2019 dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.
Olehnya atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain
shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di ruang
sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat
alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal
dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap telah
mengakui  kebenaran dalil-dalii gugatan Penggugat, Hakim tetap
membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan
hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat ( 1 ) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam
pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan
yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat ( P.1 dan P.2 ), sehingga Hakim
menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal
1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat ( 3 ) Undang-
Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat ( 1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea
Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea
Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti ( P.1 dan P.2 ) tersebut merupakan akta
autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;
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Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas
nama Penggugat maka terbukti bahwa Penggugat warga penduduk dan
berdomisili di Kabupaten Nabire maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan
Akta Nikah maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan
suami istri sah, menikah di Nabire pada tanggal 09 Januari 2019, dan sampai
saat ini belum bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang
saksi dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya telah pisah
tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak menjalankan
kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan
sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah
memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri,
bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak
bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan
Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan
309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat
pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Hakim berpendapat
bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima

dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di
muka maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang sah dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berlangsung rukun dan harmonsi namun sejak pertengahan tahun 2019
sudah tidak rukun lagi;

3. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut karena faktor
ekonomi, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat
menjual barang-barang milik Penggugat tanpa seizin Penggugat;

4, Bahwa sejak akhir tahun 2019 atau kurang lebih 3 tahun
Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah tidak
menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri
hingga sekarang;

5. Bahwa usaha damai dengan jalan memberikan nasehat telah
ditempuh oleh keluarga dan orang terdekat Penggugat akan tetapi tidak
berhasil;

6. Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukan
tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama berpisah keduanya
sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, hal tersebut
mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis sudah tidak rukun lagi dan telah keluar dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami
istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain
saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,
proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang

kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada telah terbukti para
pihak telah pergi meninggalkan pasangannya lebih dari 2 tahun tanpa saling
memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan
bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari
Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian
yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah
perceraian, hal ini sebagaimana pendapat ahli hukum islam dalam kitab
Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim

dalam putusan ini yaitu :
All palall ade gl Liagilda g3l A ) a 00 240 3 g

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami
dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum

Islam dalam kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yaitu:
addl L) Sla dve ol 5 Vg o) xi ad 8

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau
tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh
diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Hakim tidak perlu menilai apa
dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan
dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu
benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali,
dalam hal ini Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus

menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta
memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal
19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf
(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak
melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan
Pasal 149 Rbg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
pecah (broken down marriage) dan keduanya telah berpisah lebih dari 2
tahun olehnya alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai
sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan
berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan
dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali
suci (sekurang-kurangnya 90 hari) dikarenakan pernikahan tersebut ba’da
dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi
Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga
dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini
sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;
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Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh
JOKO TRI RAHARJO, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim
Tunggal tersebut dengan didampingi oleh BAHARUDIN, S.H.l. sebagai
Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

JOKO TRI RAHARJO, S.H.
Panitera ,

BAHARUDIN, S.H.l.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP
a. Pendaftaran ‘Rp  30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T ‘Rp
20.000,00
C. Redaksi :Rp 10.000,00
d. PBT ‘Rp. 10.000,00
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2. Biaya Proses ‘Rp 50.000,00
3. Panggilan Pertama P dan T ‘Rp. 340.000,00
4. Panggilan Lanjutan Tergugat ‘Rp 90.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan :Rp 90.000,00

6. Meterai :Rp_10.000,00

Jumlah Rp 650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu rupiah)
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